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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak jaman dahulu, walaupun pada saat itu belum dikatakan “pajak” namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh negara.

Sejak jaman Belanda, pemungutan pajak telah dilakukan oleh suatu badan yang bernama Invancy Van Vanancien, yaitu suatu badan yang mengurus soal pemungutan pajak dari rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu, yaitu undang-undang kolonial Belanda.

Setelah Belanda menyerah pada Jepang, pada tanggal 9 Maret 1942, Invancy Van Vinancien dibubarkan dan fungsinya digantikan oleh suatu badan yang bernama Zeimuba yaitu suatu badan di bawah pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan dan pungutan pajak dari rakyat. 

Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, terjadilah kekosongan kekuasaan. Pada saat itu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, maka Zeimuba diganti menjadi inspeksi keuangan untuk seluruh 

Indonesia, termasuk untuk daerah Jawa Barat yang ada pada waktu itu telah dibentuk Inspeksi Keuangan daerah Bandung yang meliputi Swatentara tingkat I, Kota Praja, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Pada waktu Agresi Belanda ke-I (satu) tanggal 12 Juli 1947, pasukan Belanda menguasai daerah Bandung Utara sedangkan Pemerintah Republik Indonesia bertahan di sebelah selatan, oleh karena itu Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pindah ke Bandung Selatan tepatnya di Soreang bersama – sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.
Saat Belanda melancarkan Agresi militer ke-II pada tanggal 19 Desember 1948, pengelolaan keuangan atau pemungutan pajak terpecah menjadi dua aliran, yaitu:

1. Aliran cooperative, yaitu aliran yang mau bekerja sama dengan Belanda. Inspeksi Keuangan Bandung yang beraliran ini tetap berkedudukan di Bandung.

2. Aliran non-cooperative, yaitu aliran yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Aliran ini meliputi daerah Inspeksi Keuangan Karawang, dengan daerah wewenang meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Subang yang berkedudukan di Karawang. 

Dengan adanya penyerangan dari orang-orang Belanda ke daerah kekuasaan Republik Indonesia, maka Inspeksi keuangan Bandung, dari Soreang pindah lagi ke Tasikmalaya. Dengan berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Inspeksi Keuangan Bandung di Tasikmalaya dibubarkan, sedangkan yang masih aktif bekerja pada waktu itu hanya Inspeksi Keuangan yang ada di Bandung. 
Pada awal tahun 1965, Kantor Inspeksi Pajak merupakan satu – satunya Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Kota Bandung. Dengan bertambah dan berkembangnya jumlah penduduk dan pembangunan di berbagai sektor di Kota Bandung, berarti semakin luas dan banyak jasa yang harus diberikan oleh Kantor Inspeksi Pajak bandung terhadap warga Kota Bandung. Hal ini berakibat Kantor Inspeksi Pajak dituntut untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 1979, Kantor Inspeksi Pajak mulai dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi dan untuk mengurangi penumpukan pekerjaan kantor. Pada tahun ini, kantor Inspeksi Pajak dikembangkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur, terletak di Gedung Keuangan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, wilayahnya meliputi :
· Kotamadya Bandung bagian Timur, meliputi wilayah Karees dan Cibeunying.

· Kabupaten Sumedang

yang kemudian dipindahkan ke jalan Kiara Condong N0. 372 Bandung

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat, terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung,  yang wilayahnya meliputi :

· Kotip Cimahi.

· Kabupaten Bandung

· Kecamatan Astanaanyar
· Kecamatan Tegallega

· Kecamatan Cicendo
Pada tahun 1988, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48 / KMK.01/1988, terjadi penambahan satu Kantor Inspeksi Pajak yang kemudian diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang terletak di Jalan Purnawarman No.21 Bandung. 
Penambahan Kantor Inspeksi pajak ini bertujuan untuk :

· Memudahkan pemantauan terhadap Wajib Pajak.

· Memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dimana Wajib pajak tersebut berdomisili.

Dengan ditambahnya Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah ini, berarti Kantor Inspeksi Pajak berkembang menjadi 3 (tiga). Pengembangan Kantor Inspeksi Pajak ini menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, terletak di Gedung Keuangan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.

2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung.
3. Inspeksi pajak Bandung Tengah, terletak di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
 Akibat pengembangan Kantor Inspeksi Pajak ini, maka daerah wewenang Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Bandung Timur pun berkurang.

· Kantor Inspeksi Bandung Timur wilayahnya dikurangi menjadi :

· Kecamatan Bandung Wetan

· Kecamatan Regol

· Kecamatan Sumur Bandung

· Kantor Inspeksi Bandung Tengah wilayahnya meliputi :

· Kecamatan Andir

· Kecamatan Cicendo

Pada tahun 1989, terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 276/KMK.01/1989 tentang reorganisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, maka akibatnya :
a. Daerah wewenang Bandung Timur ditambah dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sukasari.

b. Nama Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diganti menjadi “Kantor Pelayanan Pajak (KPP)”, “Unit Pemeriksaan dan Penyelidikan (UPP)”, dan “Kantor Penyuluhan Perpajakan (KPPP)”.
Sejak tahun 1994, Kantor Pelayanan Pajak berkembang menjadi 5 (lima) wilayah, yaitu :

· KPP Bandung Timur (Karees)

· KPP Bandung Tengah (Cibeunying)

· KPP Bandung Barat (Tegallega)
· KPP Cimahi

· KPP Bandung Bojonagara
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94 / KMK.01 / 1994 tertanggal 29 Maret 1994 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying. 
Berdasarkan surat keputusan Menteri tersebut, di Jawa Barat terjadi penambahan kantor Pelayanan Pajak menjadi 18 KPP, yaitu :

1. KPP Serang

2. KPP Cianjur

3. KPP Serpong

4. KPP Cibinong

5. KPP Bogor

6. KPP Sukabumi

7. KPP Bekasi

8. KPP Karawang

9. KPP Purwakarta

10. KPP Tangerang

11. KPP Cimahi

12. KPP Bandung Bojonagara

13. KPP Bandung Karees

14. KPP Tasikmalaya

15. KPP Majalengka

16. KPP Bandung Cibeunying
17. KPP Bandung Tegallega

18. KPP Cirebon
Sedangkan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying adalah :
1. Kecamatan Cidadap

2. Kecamatan Coblong

3. Kecamatan Cicadas

4. Kecamatan Arcamanik

5. Kecamatan Cibiru
6. Kecamatan Bandung Wetan

7. Kecamatan Sumur Bandung

8. Kecamatan Cibeunying Kaler

9. Kecamatan Ujung Berung

10. Kecamatan Cibeunying Kidul

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
b. Misi
1. Fiskal 

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat evektifitas dan efesiensi yang tinggi.
2. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

3. Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
Saat ini Kantor Pelayanan Pajak bandung Cibeunying dikepalai oleh A. Sjarkowi,SE.MM., yang kemudian Kepala Kantor ini membawahi beberapa Kepala Seksi dari berbagai bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying. Demikian sejarah singkat mengenai Kantor Pelayanan Pajak, khususnya sejarah singkat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying ini.
2.2 
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan, maka dibuatlah suatu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi dimana tugas - tugas pekerjaan dibagi - bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sesuai dengan pengertian struktur organisasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi KPP Bandung Cibeunying merupakan bagan yang menggambarkan atau menunjukkan hubungan kerja organisasi KPP Bandung Cibeunying, mulai dari kepala kantor sampai tingkat petugas yang terendah dalam organisasi itu. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mengunakan suatu bentuk yang mempunyai satu komando atau pimpinan yang mempunyai sistem perintah dari atas sampai ke bawah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang terdapat pada bagian bawah tangga organisasi harus selalu diajukan ke pihak atasan untuk mendapatkan penyelesaian, sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa garis pertanggungjawaban struktur organisasi ini dari bawah ke atas. Maka bisa diketahui apa tugasnya dan pada siapa seseorang itu bertanggung jawab. Struktur organisasi ini berfungsi untuk mempermudah pembagian kerja dan pengawasan proses maupun hasil bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying
Struktur Organisasi ini juga berfungsi untuk merencanakan, menjalankan organisasi, menempatkan karyawan, mengerahkan dan memotivasi, mengatur dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevalusasi semua kegiatan organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka dapat membantu setiap personil dalam organisasi mengenai apa yang harus dikerjakan, pembagian tugasnya masing – masing, batas wewenang dan kepada siapa harus bertanggung jawab.


Kantor Pelayananan Pajak Bandung Cibeunying dikepalai oleh seorang kepala kantor yang membawahi beberapa kepala seksi. Dimana Kepala Seksi ini juga membawahi koordianator pelaksana (Korlak).


2.3 
Deskripsi Jabatan

Untuk memperlancar dan mencapai tujuan organisasi, berikut ini adalah penguraian struktur organisasi serta tugas yang diberikan pada masing – masing seksi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying adalah :

1) Sub Bagian Umum

a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian, dan laporan.

b) Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

c) Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), terdiri dari :

a) Sub Seksi PDI I, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, dan pembuatan monografi pajak

b) Sub Seksi PDI II,  mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

c) Sub Seksi PDI III, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
3) Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), terdiri dari:

a) Sub Seksi Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, surat wajib pajak lainnya, serta melakukan penataausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.

b) Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh.

c) Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak

4) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), terdiri dari :
a) Sub Seksi PPh OP I, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiskal luar negeri, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak penghasilan Orang Pribadi.

b) Sub Seksi PPh OP II, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Orang Pribadi.

5) Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), terdiri dari :
a) Sub Seksi PPh Badan I, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiskal luar negeri, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.

b) Sub Seksi PPh Badan II, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Badan.
6) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pot/Put PPh), terdiri dari :
a) Sub Seksi Pot / Put PPh I, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiskal luar negeri, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

b) Sub Seksi Pot / Put II, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

7) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL), terdiri dari :
a) Sub Seksi PPN Industri, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor industri.

b) Sub Seksi PPN Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor perdagangan.

c) Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor jasa dan PTLL.

8) Seksi Penagihan, terdiri dari :
a) Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b) Sub Seksi Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

9) Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari :
a) Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi pembuatan register pemindahbukuan, pengolahan, dan penatausahaan bermacam – macam penerimaan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak serta rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan, dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta Surat Penghitungan Pajak.

b) Sub Seksi Kebertan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali, dan sengketa Pajak Penghasilan.
10) Kantor Penyuluhan Pajak 
Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai tugas melaksanakan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat mengenai PPh, PPN, PPnBM, PTLL maupun PBB dan memberikan pelayanan konsultasi di bidang PPh, PPN, PPnBM, PTLL maupun PBB. Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari :

a) Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

b) Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan, mempunyai tugas melakukan penyuluhan serta pelayanan konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 94 / KMK.01 / 1994 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas menjalankan kegiatan opersional pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun fungsi dari KPP untuk menyelenggarakan tugas diatas adalah :

2. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta eksentifikasi wajib pajak.

3. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.

4. Penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

5. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan retitusi PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

6. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.

7. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).

8. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan.

9. Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga KPP.
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STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING
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Gambar 2.1


Struktur Organisasi KPP Bandung Cibeunying





Sumber: KPP Bandung Cibeunying, berdasarkan SK. Menteri Keuangan RI No.94/KMK.01/1994
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